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WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe, keadaan yang
menyebabkan perubahan antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

\&or 4400);




6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495):

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4239);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 _Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

W(nésia Nomor 4575);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonsesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
356,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



22.

23.

24.

25.

26.

2.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dlaam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun
2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lhokseumawe;

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
Lhokseumawe Tahun 2017-2022;

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe

\@Jn Anggaran 2020;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
WALIKOTA LCII-?SKSEUMAWE
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran
2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 921.872.347.282,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp (39.155.075.851,60)
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp.882.717.271.430,40

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 932.428.473.462,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. (34.218.161.612,71)
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp.898.210.311.849,29
Surplus / (Defisit)
a. Semula Rp. (10.556.126.180,00)
b. Bertambah /(Berkurang) Rp. (4.936.914.238,89)
Jumlah Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (15.493.040.418,89)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 12.056.126.180,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.936.914.238,89
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 16.993.040.418,89
b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto sebelum Perubahan Rp. 10.556.126.180,00
Bertambah /(Berkurang) Rp. 4.936.914.238,89
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 15.493.040.418,89

Webih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 67.223.805.350,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 3.118.660.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 70.342.465.350,00
b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 617.243.482.000,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. (44.293.768.765,00)

Jumlah Perimbangan Setelah Perubahan Rp.572.949.713.235,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 237.405.059.932,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.020.032.913,40
Jumlah Lain-lain Pendapatan

Setelah Perubahan Rp.239.425.092.845,40

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 31.880.000.000,00

2. Bertambah /(berkurang) Rp. 3.357.500.000,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 35.237.500.000,00

b.Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 4.710.823.350,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. (238.840.000,00)

Jumlah Retribusi Setelah Perubahan Rp. 4.471.983.350,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.Semula Rp. 5.200.000.000,00
2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 5.200.000.000,00

d. Zakat dan Infaq

1. Semula Rp. 8.800.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
W Sah Setelah Perubahan Rp. 8.800.000.000,00



3)

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

3. Semula Rp. 16.632.982.000,00
4. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah Setelah Perubahan Rp. 16.632.982.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis Pendapatan :

a. Transfer Umum

1. Semula Rp. 507.857.153.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (18.382.618.765,00)
Jumlah Transfer Umum Setelah Perubahan Rp.489.474.534.235,00

b. Transfer Khusus

1. Semula Rp. 109.386.329.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (25.911.150.000,00)
Jumlah Transfer Khusus Setelah Perubahan Rp.83.475.179.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp. 30.079.920.000,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 742.280.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 30.822.200.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 29.117.787.473,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.645.592.573,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya Setelah Perubahan Rp. 34.763.380.046,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 178.207.352.459,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. (21.733.668.659,60)
Jumlah Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus
Setelah Perubahan Rp.156.473.683.799,40
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainya
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 17.365.829.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

\yrah Lainya Setelah Perubahan Rp. 17.365.829.000,00



(1)

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 453.595.514.549,80
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (4.780.163.757,51)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah

Perubahan Rp. 448.815.350.792,29

b. Belanja Langsung
1. Semula Rp. 478.832.958.912,20

2. Bertambah /(berkurang) Rp. (29.437.997.855,20)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 449.394.961.057,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
terdiri dari :

a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 305.501.682.830,90
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (8.370.799.427,51)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 297.130.883.403,39

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Belanja Hibah
1. Semula Rp. 15.866.498.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.019.102.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 16.885.600.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp. 10.489.512.500,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 616.100.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah
Perubahan Rp. 11.105.612.500,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa
1. Semula Rp. 6.381.491.785,10
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 310.766.000,00

\%mlah Belanja Bagi Hasi Setelah Perubahan Rp. 6.692.257.785,10
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(3)

(1)

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
1. Semula Rp. 114.256.329.433,80
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (10.683.906.453,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah

Perubahan Rp. 103.572.422.980,80
h. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp. 1.100.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.328.574.123,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah

Perubahan Rp. 13.428.574.123,00
Belanja Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 62.621.499.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (6.514.125.000,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp 56.107.374.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 207.544.365.907,20

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.831.870.031,20)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah

Perubahan Rp. 204.712.495.876,00
c. Belanja Modal
1. Semula Rp. 208.667.094.005,00

2. Bertambah /(berkurang) Rp. (20.092.002.824,00)
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 188.575.091.181,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan
1. Semula Rp. 12.056.126.180,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.936.914.238,89
Jumlah Belanja Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 16.993.040.418,89
b.Pengeluaran
1. Semula Rp. 1.500.000.000,00
. Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
umlah Belanja Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis Pembiayaan:
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
1. Semula Rp. 12.056.126.180,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 4.936.914.238,89
Jumlah Belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 16.993.040.418,89
b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Pencairan Dana Cadangan
Setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Setelah Perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
Setelah Perubahan Rp. 0,00
g. Penerimaan dari Investasi Non Permanen

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan dari Investasi Non Permanen

\&fah Perubahan Rp. 0,00
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis

Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
Setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1. Semula Rp. 1.500.000.000,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
Setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 5

(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan Pemerintah Kota

Lhokseumawe dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun anggaran yang

bersangkutan, apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan

seumawe, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

\%v rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
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(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota
Lhokseumawe dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,;

b.

0

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini,
terdiri dari:

1.

7.

8.
9,
10.

Lampiran

. Lampiran

. Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran
Lamiran

I

II

II

v

VI
VII

VIII
IX
X

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah
Ditetapkan Dengan Qanun;

Daftar Kegiatan Luncuran Tahun Sebelum;

Daftar Pinjaman Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pasal 7

Walikota Lhokseumawe menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional

Lhokseumawe

\&k@aan.
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Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Oktober 2020 M
26 Shafar 1442 H

/bWALIK TA L) OKSEUMAWE,!/

UAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Oktober 2020 M
26 Shafar 1442 H

N SEKRETARIS DAERAH

KOTA LHOKSEUMAWE,

.

T.ADNAN
LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI ACEH
(8/61/2020)
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